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TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Dacrah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf ¢ angka 3
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029,
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Dacrah setiap tahun
untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mempedomani Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-
2029;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi

Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6777);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panja:'lg Daerah, Rencana
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Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029
(Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025
Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Nomor 168);

5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun
2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025
Nomor 956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daecrah Tahun 2026
scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi
Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Gubenrur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran
2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ... & olkfelosr Apas

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
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. Renja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
21.

s
LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah;
Renja Dinas Keschatan Provinsi Sulawesi Tengah;
Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah;
Renja Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sulawesi Tengah,
Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Sulawesi Tengah,
Renja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi
Tengah;
Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi
Tengah;
Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Sulawesi Tengah;
Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi
Sulawesi Tengah;
Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi
Tengah;
Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah,
Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah;

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;
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Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;

Renja Dinas Pariwisata Provinsia Sulawesi Tengah;

Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi
Tengah;

Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah;
Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;

Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;

. Renja Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah;
. Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah;
Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah,;

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah;

Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah;

Renja Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah;

. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah; dan

. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.




KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi sulawesi
Tengah Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang
akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah
tahun 2026.

Rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah
dan rencana pembangunan menengah daerah, dan rencana kerja

pemerintah daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai acuan umum tentang arah
pembangunan periode 1 (satu) tahun yang menjadi bahan dalam
penyusunan APBD Tahun 2026.

Rencana Kerja ini semoga bermanfaat sebagai upaya peningkatan
kinerja pelaksanaan program pembangunan.

Palu, 7 Oktober 2025

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SU ESI TENGAH

Pembina Utama Madya
NIP. 19730321 199311 1 001
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I.1. LATAR BELAKANG
Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Bidang Keolahragaan

merupakan salah satu prioritas Pembangunan Nasional yang perlu
tindakan nyata dalam langkah-langkah operasional dari seluruh
komponen bangsa dan perlu dilaksanakan secara terus-menerus dari
seluruh tingkatan wilayah, dari tingkat nasional hingga di tingkat desa.
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa walaupun penanganan
bidang kepemudaan dan bidang keolahragaan telah banyak memperoleh
berbagai kemajuan dan peningkatan dalam pembangunan, namun
demikian upaya tersebut dirasakan masih perlu dilanjutkan dan terus
lebih dikembangkan serta dimantapkan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah sesuai
dengan tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja sebagai acuan dalam
penyelenggaraan pembangunan sebagai wujud implementasi dar
Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah sebagai
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PD). Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan merupakan penjabaran
dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 tersebut
selanjutnya akan menjadi pedoman dalam pengusulan pendanaan
melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.




1.2. LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah:

1.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5067,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;

. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019




10.

1.

12.

13.

14.

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan
Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pembentukan Dinas Pemuda Olahraga (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;




15.

16.

17.

18.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Kepemudaan dan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2024 Nomor 177, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 163);

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Kedudukan,Susunan dan Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah;

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026;
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Desain Olahraga (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025
Nomor 955).
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1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

v

MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 merupakan
Dokumen Perencanaan SKPD yang operasional untuk jangka
waktu/ periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku, rancangan awal Rencana Kerja
(RENJA) SKPD digunakan untuk penyusunan rancangan RKPD
Provinsi Sulawesi Tengah, RKPD Provinsi selanjutnya sebagai
pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana dan
sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2026.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2026 dimaksudkan menetapkan
dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan
pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian
kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.
TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026
adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah untuk
satu tahun yaitu tahun 2026, dengan mempertimbangkan hasil
evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.
Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga
keterkaitan antara perencanaan pengganggaran dan
penyusunan anggaran sehinga terwujud anggaran berbasis
kinerja.
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1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini memberikan penjelasan yang
memuat Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pembangunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025-2029 sebagai berikut :




BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD agar
substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan

baik.

- 1% 1

1.2.

1.3.

1.4.

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian tentang Rencana Kerja
(RENJA) SKPD, proses penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) SKPD, keterkaitan antara Rencana Kerja
(RENJA) dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD dan
tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD,
Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan
ketentuan peraturan lainnya, kewenangan SKPD serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan pengganggaran SKPD.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana
Kerja (RENJA) SKPD serta susunan garis besar ini

dokumen.

BAB 11 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan secara ringkas evaluasi pelaksanaan program,

kegiatan, Pengukuran Capaian Kinerja Tahun sebelumnya

dan Analisis Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Sulawesi Tengah.
BAB III: TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan terkait dengan perumusan tujuan dan sasaran

yang didasarkan atas isu-isu penting terkait penyelenggaraan
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tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Sulawesi Tengah yang terkait dengan sasaran target kinerja
Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi
Tengah.

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang rencanan pelaksananaan program dan
kegiatan serta pendanaan indukatif target kinerja, juga hasil
(outcame) yang akan di capai berdasarkan rencana strategis
(Renstra) Tahun 2026.

BAB V : PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh terkait dengan
penyusunan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Sulawesi Tengah.




2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda
dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah n-2 (tahun 2023) lalu dan
perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), megacu pada APBD
tahun 2025 yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Sulawesi Tengah berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan
realisasi RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi
Tengah mengacu pada Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah atau realisasi APBD untuk Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

Didasarkan pada pencapaian output (keluaran) dari masing-
masing kegiatan yang selanjutnya digunakan untuk melihat pencapaian
sasaran program. Hasil evaluasi program dan kegiatan tahun 2024 yang
bersumber dari APBD memperlihatkan bahwa pencapaian kinerja
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh hasil yang memuaskan,
pencapaiannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Selengkapnya
dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut :

15




TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nama OPD: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Target h Realisasi Target Perkiraan Realisasi
Kinerja Target program Capalan Target Renstra
Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah s/d
Program Hasil Target dan Realisasi Kinerja kegiatan tahun 2025
(Renstra Program Program dan Kegiatan Tahun lalu (Renja
Urusan/Bidang Indikator Kinerja FD Tahun dan (m-2) Perangkat
Urusan (outcome)/ 2025) Keluaran Daerah
Kode Pemerintahan e ___nn..- glatan Kegiatan tahun n-1)
Daerah Dan (output)/Sub s/d tahun tahun 2025
Program/Kegiatan/ Poh, n_,n.“._ o (n-3) Realisasi | Tingkat Realisasi Tingkat
Sub Keglatan Tahun | T ¢ Re Renja Realisas Capaian Capalan
2023 | Targe : uu_g- Perangka | i (%) Program dan = Realisasi
i aemy u._.-un s tDaerah Kegiatan s/d Target
tahun |n- tahun berjalan | Renstra
2) tahun (tahun 2025) (%)
2024
1 T #=(7/6) 9 10=(5+7549) 11=(10/4)
" Indikator Satuan
Urasan Pemerntahan Wajib yang
tidak berkaitan dengan Pelayanan
| Dasar
Urisan Pamarintakan Bldang
1 Kepemudaan dan Olahrags
o | PROGRAM PINUNIANG URUSAN Indaks Reformasi petuen 91.46 L3 123 a5 -3 91,46 55 60.14
1 PEMERIMTAHAN DAERAH PROVINSI !.i.ﬂ-. Perangkat
Daera
'BETS Perencanaan Penganggaran, dan SAKIP Perien 74 50 | 0] &7 95,00 5 7895
Evaliasi Kineria Peranghat Daersh
o Penyusunan Dokumen Perencal raan | Jumlah dokumen Dokumen 100 7143
Peranghat Daerah | perencansan peran ghat
.....
v | 1o Administrasi Keuangsn Peranghat | Jumiah Laporan Persen 74 ] T 87 B0 7 317s
1 Daerah Pertanggungjawaba
HKeuangan
2] 19| 0 | 102 | 00 | Peryediasn Gag dan Tunjangan ASN Jurniak Lagost aen laprtan 1 1 1 100 1 0.75 75.00
1 Fembayaran gaji
Tusnjargan _




1.02 Koordinasi dan Pelaksanasn kuntsnsi Jumilah Dokumen Dokemen i i 106 5.00 7500
SEPD Aluntan SEFD
102 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah dokumen Doksmen 1.00 1.o0 100
Eeuangan Akhir Tabun SKFD Laporan Keuangan
im Administrasi Barang Milic Daerah g Persen 80 B0 100 75.00
pada perangkat Dasrah Poranghst Danrsh
1.08 Pengamansn Barang milik Daerah Laporan jumilah BMD Laporan 100 LoD 100
SKPD Peranghat Daerah
1.0 Pembinaan, Pengawasan dan Laporan lurmilah BMWD Laporan 1.3 $150
Pengendalian Barang Milik Daerah Peranghat Daerah
pada SEPD
1.04 Adminitrasi Kepegiwaisn Perangkat Indeks Kapuasan Poruen TR0 TR.00 100 50.00 6410
Daerah Masyarakat
104 Manitoning, Evaluas dan penikaian Jumiah Pegawai yang | dokumen o5 75.00
Kinerja Pegawal ranenghat kinerjamy s
14 Pendidikan dar Pelstihan Pegawal Jumilah laporan OrsngfAsH B.00 aoD 100 50.00 6410
Berdasarkan Tugas dan Fungsi pegawai yang
mangikuti pendidikan
dan pelatinan
105 Admintstrasl Umum Peranghat Daerah | Indeks Kepuasan Prrian 100 07s 75.00
Masyarakat TH.00 TR.OO
105 Penyediaan Peralatn dan Paket pengadaan slat Bulan 12.00 1200 100 15.00 75.00
Perlengkapan Kantor dan kelengkapan kantor
1.0% Penyelenggarsan Repat koordinasi dan | Jumlsh Pengadaan Keg T5.00 T5.00
Konsuftasi SEFD Peralatan dar mesin
ladnnys penunjang
EERIWE
106 Pengadaan barang millk daerah Persen 78 78 100 ors 75.00
penunjang urasan pemetintab daarsh
106 Pengadaan Peralatan dan Mesin jurndah Pengadaan unit 0 15 75 0.00 sLis
[FE Peralatan dan mesn
Linmya penunjang
pegawal
1w Penyediaan Jasa Penunjang Unasa Indeks Kepuasan ] &0.00 ” .00 75.00
Pemeiintahan Daerah Masysrakat
107 Penyediaan lasa Eomiuniusl Sumber Jumlah Panyediaan lasa | Bulsn n &.00 50 .00 T5.00
daya Alr dan Listrik Kaomisndkasi, Surmber
Dy Alr dam Listrik
Lar Panyediaan jasa Pelayanan Umum Paket lasa Pelayanan fudan 12.00 12.00 100 800 75.00
Kantor Umurmn Kantor
109 Pemebharaan Barang Milik Daerah Realisas| Unt 0.7s 75 075 75.00
Penusjang Urusan Pemeriniah Daersh | Pamaliharasn
Sarana dan
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Pelakuaraan Koordimasi Strategs Jumrdah dokurmen Rl
Usitas Seitor Peryelenggaraan koordinesi strategic
Pelayaran Kepemudaan melalu lirtas sedctor
Iimplementas Rencana Ak permyelenggaraan
Daerah/RAD Tinghat Provinsl Pelayanar Kopemudaan
metalur Implementas
Rencana Aksi
Daerah/RAD Tingka
Prowing
Eoordinasi, Simkronisasi dan Jumiah dekuirmen hasd
Penyelerggaraan Pergambangan koordiness strategis
Eapemimpinar Peouda tingkat limtas sektor
penyelenggarasn
Petzyanan Kppemdaan
maelabisl beplementas
Rencana Aksi
Daerah/RAD Tinghat
&1

:
;




Kapasitas Daya Saing Wirausaha Mud
tingatkan Kapasita
daya Saingriva
Organisasi Kepemudaan Tinglot persentase
organisas| permuds
Koordinasi,Sinkronisasi dan 15,00 50,00
Penyelenggaraan pengembangan
kepemudaan tinghat provieg .
PROGRAM PENGEMBANGAN DAY, Cakupan Pelatih Orang irs B5.23
SAING KEOLAMRAGAAN yang bersertifikasi
Jumiah Atlet Orang 8.00 6657
Berprestasi
Gelanggang/ balai 5,00 4500
remaja (selain milik
SwlEta)
Pembinaan dan PeagembBangan Peraentage jumiah 30.00 850
Ctanrags Pendidikan pada jenjang atiet yang dibina dan
Pendidikan yang Menjadi ketersediaan sarana
Koordinasl Sinkronksasi dan Jumiah Sarana dan
Pelaksanasan Penyediaan Serana dan Prasarans Olahraga
gT

dan Termaniasthan

Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga Persentase jumlah
even dan prestasi
athet

Keikutiertasn Angeota kontngen Jumdah Dokumen

Pe Peryelenggaraan
P [

Prowin
Partisipdsl dan Kelkutieriasn dalsm Jumiah Peserta yang
penyeenggaraan keparaan dalam berprestasi dalam
multi event dan single event

Kepiaraan Olahraga







2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Analisis kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi
Tengah berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan dalam
Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021-2026. Analisis Kinerja Pelayanan dapat digambarkan pada tabel
11.2 sebagai berikut:
Tabel T.C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
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2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan
serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, maka dapat dirumuskan isu-
isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah. Perumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Sulawesi Tengah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan
atas pelaksanaan program dan kegiatan. Permasalahan, hambatan atas
pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi
Tengah:

1) Urusan Pemuda, pelayanan kepemudaan belum optimalnya program
kegiatan mengingat banyaknya jumlah pemuda dengan berbagai
permasalahan pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah belum dapat
tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan:

v Keterbatasan program tindak lanjut bagi pemberdayaan dan
pengembangan pemuda terampil

Terbatasnya kuantitas kesadaran pemuda

Terbatasnya kegiatan penyadaran kepemudaan yang berkelanjutan

Terbatasnya kegiatan penguatan organisasi kepemudaan

Terbatasnya kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan

Terbatasnya kegiatan pengembangan pemuda

b TR T T V. W

Terbatasnya pembimbingan dan pendampingan terhadap alumni

program kewirausahaan

¥ Terbatasanya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah
pemuda dan luasnya cakupan wilayah pembinaan

v Terbatasnya program peninjauan dan pelatihan peningkatan SDM

kepemudaan sebagai pendamping dan perpanjangan tangan di

Kab/Kota.
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v

Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada
pemuda di kecamatan/desa

Terbatasnya prasarana Gedung Kepemudaan membuat aktivitas
pemuda belum terakomodir melalui kegiatan/kreativitas
pembinaan dalam ruang.

Prestasi Pemuda Provinsi Sulawesi Tengah masih kurang
khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat provinsi

dan nasional.

2) Urusan Keolahragaan, Pelayanan keolahragaan terus mengalami
peningkatan, tetapi masih didominasi kegiatan penyelenggaraan-
penyelenggaraan /event olahraga. Pada kegiatan mengikuti kejuaraan
tingkat provinsi beberapa kegiatan telah dapat ditkuti oleh Dinas
Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dengan cukup
berprestasi. Hal ini disebabkan:

v

v
¥
o

<

Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga

Terbatasnya kompetisi/ Festival olahraga tingkat Provinsi
Terbatasnya pelatihan peningkatan SDM tenaga keolahragaan
Terbatasnya teknologi indentifikasi dini terhadap penetapan cabang
olahraga bagi calon atlit

Terbatasnya penghargaan terhadap tenaga keolahragaan
Terbatasnya kompetensi yang diikuti cabang olahraga tingkat

regional dan nasional.

2. ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah
mempunyai tugas dan fungsi utama perumusan kebijakan, teknis urusan

kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, kemitraan, sarana dan

prasarana, menyelenggarakan urusan olahraga dan pemuda, pembinaan

dan pelaksanaan tugas-tugas olahraga dan pemuda, pengkoordinasian.
Terdapat permasalahan yang dapat di identifikasikan berdasarkan Tugas
dan fungsi sebagai berikut:




Tabel I1.3

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

masyarakat dan dunia
usaha dalam
pembudayaan olahraga;

. Masih kurangnya

ketersediaan sarana dan
prasarana (ruang terbuka
olahraga publik) dan
ketersedian infrastruktur
olahraga sebagai tempat
untuk mengakomodasi

No. W—— Masalah Akar Masalah
Pokok
1 | Masih a. Belum tersedianya data | - Tidak adanya data terpilah
lemahnya terpadu kepemudaan yang | keterkaitan dengan
kapasitas memadai dan terintegrasi kepemudaan di Provinsi
kepemudahan baik pusat dan daerah Sulawesi Tengah.
vang mudah diakses dan - Base data yang tidak
valid; terintegrasi diseluruh wilayah.

. Belum memiliki system - Tidak adanya program yang
informasi kepemudaan dibentuk untuk mendorong
berbasis IT; pihak industri menjadi mitra

. Belum optimalnya peran bagi pemuda
Lembaga Permodalan
Kewirausahaan Pemuda
|(LPKP) dan anggaran
kepemudaan yang
terbatas;

2 | Belum . Kurangnya koordinasi - Belum Terbentuknya tim
| Optimalnya antar Perangkat Daerah Koordinasi melibatkan
pengembangan Terkait dan Kab/Kota stakeholder terkait (pihak
Keolahragaan serta pelibatan swasta ) dalam peningkatan

pengembangan industri
olahraga.

- Masih terbatas pelaksanaan
pengembangan sarana
prasarana olahraga sesuai
peruntukkannya.

- Belum optimalnya pelatihan
dan pengembangan kapasitas
pelatih, instruktur, wasit, juri,
fisioterapi, dokter dan ahli gizi.




untuk aktif;

No. Masalah Akar Masalah
Pokok
program yang mencakup
kegiatan latihan dan - Tidak adanya Laporaan dan
kompetisi Dokumen dalam hal pemetaan

. Masih rendahnya kualitas | potensi olahraga dalam tingkat
dan kuantitas tenaga Kab/Kota.
pendukung olahraga - Belum adanya regulasi yang
masyarakat seperti mengatur olahraga dan pelaku
pelatih, instruktur, wasit, keolahragaan.
juri, fisioterapi, dokter dan | - Masih kurangnya kompetensi
ahli gizi; pelatih dan atlit .

. Belum adanya mekanisme | - Belum terpenuhinya
pengumpulan data dan standarisasi prasarana dan
pemetaan potensi olahraga | sarana di Daerah
daerah yang dimulai dari
Kab/Kota

. Tidak adanya sinergitas
antar induk cabang
olahraga dan pelaku
keolahragaan;

. Kurangnya pembinaan
olahraga prestasi yang
berkesinambungan; serta

. Kurangnya kejuaraan
daerah maupun kejuaraan
nasional di daerah

3 | Masih . Gerakan Pramuka belum - Masih kurangnya koordinasi
Lemahnya mampu menarik minat antar lembaga terkait dalam
Kapsitas kaum muda milenial pelaksanaan kegiatan menarik

minat kaum muda.
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Masalah

Masalah Akar Masalah
Pokok
b. Belum adanya data - Belum maksimalnya rencana
terpadu kepramukaan di program / kegiatan antar

Provinsi Sulawesi Tengah pengambil kebijakan
(stakeholder) pada Dispora
Prov. Sulteng dan Kwartir
Daerah (Kwarda), serta Kwartir
Cabang (Kwarcab) Kab/Kota

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/internasional, seperti SDGs (Sustainable
Development Goals).

Sesuai Dengan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah periode
2025-2029 yaitu “Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai
Wilayah Pertanian dan Industri yang maju dan berkelajutan 2025-
2029", memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi
yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi
Sulawesi Tengah dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di
lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap
memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan
kedepan dan memperhitungkan peluang vang dimiliki, maka ditetapkan 4
(Empat) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Sehat,cerdas dan sejahtera melalui
pemenuhan kebutuhan dasar dan Penyediaan Lapangan Kerja;

2. Mewujudkan masyarakat Bahagia dan produktif melalui peningkatan
ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi
kerakyatan yang berkeadilan;

3. Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang
berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar

sector;



4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih,inovatif, kolaboratif serta

keamanan daerah yang Tangguh berlandaskan nilai religious dan
kearifan lokal;

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi

Tengah.

a) Tantangan:

Belum /masih kurangnya gagasan yang dituangkan dalam bentuk

konsep dan informasi.

Luasnya wilayah pembinaan pemuda.

Penanganan Pemuda belum tertangani secara optimal

Tingkat pengguna

Masih kurangnya atlet berprestasi

Kurangnya fasilitas olahraga indoor milik pemerintah dan swasta

Kurangnya wadah bagi pemuda dalam hal melatih dan membentuk

pemuda mandiri.

b) Peluang :

v
v

Luasan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Banyak jumlah organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat
yang Parsial

Banyaknya jumlah usia muda /pelajar

Adanya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah

Adanya Organisasi Olahraga, KONI,KORMI Provinsi Sulawesi
Tengah

5. Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program prioritas
tahun yang direncanakan
Dalam penyusunan Program Prioritas Dinas Kepemudaan dan Olahraga

harus didukung dengan data yang akurat seperti data jumlah cabang

olahraga (Cabor), jumlah atlit, jumlah wasit, pelatih, yang bersertifikasi

maupun yang belum bersertifikasi dan juga sampai dengan jumlah

wirausaha baru dimasing-masing wilayah.
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2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan Hasil analisis
kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel T-C 31 sebagai berikut:

Tabel T-C 31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Hasil Analisis Catatan
Rancangan Awal REKPFD Ket "
NO
Urasan/Progeam/ Indikator R Ay O Midang Indikator i At
Outcome/ Lokasi| Outcome; | TRFE°t | Pagu rusan/Frogram/Owtcl, oyl Outoomes | TRE%t
Kegiatan/ Sub Output (Rp) oi.lﬂ___ Kegiatan/ Sub Output (Rp)
Kegiatan Output giatan Output

(1 (2) (3) 4) 5) (6] (7 (8) (9) (10) (11) (12
: PEMERINTAHAN

PEMERINTAHAN

WAJIE YANG TIDAK WAJIB YANG TIDAK A e un.wm

BERKAITAN DENGAN 34.026.375.396 BERKAITAN DENGAN

PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR

URUSAN URUSAN

PEMERINTAHAN 34.026.375.396 PEMERINTAHAN 16.382.152.162,

BIDANG BIDANG 7l

KEPEMUDAAN DAN KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA OLAHRAGA

PROGRAM 20.355,665.848 PROGRAM Indeks Reformasi| 75.60 [7.672.172.162,79

PENUNJANG URUSAN PENUNJANG Birokrasi

PEMERINTAHAN URUSAN Perangkat Dacrah

DAERAH PROVINS ?ﬁiﬁﬂm (Nilai




60 %

Meningkatnya Kualitas ks 20.355.665.848 | Meningkatnya I7T.672.172.162,70
Tata Kelola Pemerintahan| rmasi Kualitas Tata Kelola
pada Perangkat Daerah krasi Pemerintahan pada
Perangkat Daerah
(Nilai) .
Perencanaan, Nilai Sakip Perangkat Persentase/ Pry o
Penganggaran, dan Daerah dikat Nilai AKI]
Evaluasi Kinerja 551.257.877
Perangkat Daerah
Nilai Kematangan Jumlah Data 1 Persentase Persentase 0
Statistik Sektoral pada Statistik Sektoral capaian IKU
Perangkat Daerah Daerah yang Perangkat Daerah
Telah
Dikumpilkan
ian Diperiksa
Lingkup
Becanokal Daerah
Pelaksanaan Nilai Kematangan Nilai Capaian 0
Pengumpulan Data Statistik Sektoral pada Data Statistik
Statistik Sektoral Perangkat Daerah Sektoral
Daerah _
Terlaksananya 1 Terlaksananya Jumlsh Data | 0
Pengumpulan Data Pengumpulan Data Statistik Sekioral
Statistik Sektoral Dacrah Statistik Sekioral Daerah yang
Daerah Telah
Dikumpulkan
dan Diperiksa
Lingkup
Perangkat Daerah
{Data)
Nilai Sakip Perangkat Nilai Sakip Perangkat Humlah Dokumen
Daerah Daerah

jumlah Laporan
valuasi Kinerja
gkat Daerah

Laporan)

ncannan
gkat Daerah
Dokumen)
umlah Laporan
valuasi Kinerja
gkat Daerah
Laporan)
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Penyusunan Dokumen 6 301.257.877) Penyusunan
Perencanaan Pe Dokumen
Daerah Perencanaan
Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen|
Perencanaan Perangkat Perencanaan
Dacrah Perangkat Dacrah
{Dokumen)
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
Peranghat Daerah Perangkat Daerah
Terlaksananva Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
Perangkat Dacrah Perangkat Daerah
{Laporan)
Persentase capaian Jumlah Dokumen|
IKU Perangkat Daerah Hasil
Penyelenggaraan
Walidata
Pendukung
Statistik Sektoral
Daerah
{Dokumen)
Jumlah Data 25 data 100.000.000f Sub Kegiatan
tatistik Penyelenggaraan
ektoral Daerah| Walidata Pendukung
ang telah Statistik sek
ikumpulkan
s toral daerah
ingkup
gkat




Tahun SKPD

Akhir Tahun SKPD

Penyelenggaraan mlah __UOE” 150.000.000 Terselenggaranya Jumlah 0
Walidata Pendukung mern Hasil men| Walidata Pendukung Dokumen
Statistik sectoral nyelenggaraa Stanstik sektoral Hasil
Daerah Penyelenggara
an Walidata
Pendukung
Statistik
Sektoral
Daerah
Administrasi TLHP BPK dan 12.530.607.971) Administrasi ?&u?.ﬁu.u-uﬁ
Heuangan Peranglkat Keuangan
Perangkat Daerah
Jumlash Dokumen o
[Persentase Capaian Penatausshaan dan
Realisasi APBD Perangkat Pengujian/Verifika
Dacrah si Keuangan SKPD
{Dokumen)
Jumlah Dokumen
Bahan
Tanggapan
Pemeriksaan dan
Timdale I HT Y
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan
Laporan Hasil
et omlgs
Pelaksanaan Jumlah dokumen 150.000.000 | pelaksanaan o
Penatausahaan dan Penatausahaan Penatausahaan dan
Pengujian /Verifikasi Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Terlaksananya Jumlah 0
Penatausahaan dan dokumen
Pengujian/Verifikasi Verifikasi
Keuangan SKPD Penatausahaan
Koordinasi dan Koordinasi dan o
Penyusunan Laporan Penyusunan
Keuangan Akhir Tahun [Keuangan Akhir Laporan Keuangan

n




Tersedianya Laporan

Jumlah Laporan

Keuangan Akhir Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Laporan Hasil
Koordinasi Koordinasi
Penyusunan Laporan Penvusunan
Keuangan Akhir Laporan
Tabun SK P Keuanoan Akhir
Pengelolaan dan Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan Penyiapan Bahan
Tanggapan Tanggapan
Pemeriksaan Pemeriksaan
Tersedianva Dokumen Jumlah 1
Bahan Tanggapan Dokumen
Pemeriksaan dan Bahan
Tindak Lanjut Tanggapar
Pemeriksaan Pemeriksaan
Persentase Hasil Jumlah Orang 94
Tindaklanjut yang Menerima
Rekomendasi (TLHP) Gaji dan
BPK dan APIP Tunjangan ASN
(Orang/ Bulan}
Penyediaan Gaji dan | jumlah orang Penyediaan Gaji dan 94  5.495.471.215,79
Tunjangan ASN VANE menerima | | 12.260.607.971 | Tunjangan ASN
Cragi dan
Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji dan Jumlah Orang 24
Tunjangan ASN vang Menerima
Gaiji dan
Tunjangan ASN
(Orang/ Bulan)
Administrasi Barang Tata 120.000.000 Administrasi
Milik Daerah pada mﬂ.ﬂh Barang Milik
Perangkat Daerah t Daerah pada
Perangkat Daeranh
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Persentase Dokumen Jumlah
Administrasi Barang Rencana
Milik Daerah Pada Kebutuha
Perangkat Daerah vang n Barang
Sesuai Ketentuan Jumlah
Laporan
Rekonsili
asi dan
Jumlah
Laporan
Penatausa
haan
Penyusunan Jumlah laporan Penyusunan
Perencanaan Perencanaan
Kebutuhan Barang Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD
Tersedianya Rencana Jumlah Rencana
Kebutuhan Barang Kebutuhan
Milik Daerah SKPD Barang Milik
Daerah SKPD
{Dokumen)
Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
nada SKPT
Terlaksananya Jumiah Laporan
Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Penyusunan
Barang Milik Daerah Laporan Baran
Penatausahaan Barang Penatausahaan
Milik Daerah pada Penatausahaan Barang Milik Daerah
Barang Milik pada SKPD
h
Terlaksananya Jumlah Laporan
Penatsusahaan Barang Penatausahaan
Milik Daerah pada Barang Milik
SKPD Daerah pada

SKPD (Laporan)
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Administrasi 92 150,000,000 Administrasi
Kepegawaian Persen Kepegawaian
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Indeks Profesionalitas Jumlah Dokumen| 165
ASN Perangkat Pendataan dan
Daerah Pengolahan
Pendataan dan WJumlah laporan Pendataan dan
Administrasi ﬂm.ﬂ:.._.!ﬂl Administrasi
Kepegawaian peRawaian Kepegawaian
Terlaksananyva Jumlah Dokumen| 165
Pendataan dan Pendataan dan
Pengolahan Pengolahan
Administrasi Administrasi
Indeks Reformasi Jumlah Dokumen| 1
Hukum Perangkat Monitoring,
Daerah Evaluasi, dan
Penilnian Kinerja
Monitoring, Evaluasi, Jumlah 4 150,000,000 Monitoring,
dan Penilaian Kinenja dokumen Dokumen: Evaluasi, dan
Pegawai onitoring,Eval Penilaian Kinerja
i dan Pegawai
nilaian
inerja Pegawai
Terlaksananya Jumlah Dokumen 1
Mouonitoring, Evaluasi, Monitoring,
dan Penilaian Kinerja Evaluasi, dan
Pegawai Penilaian Kinerja
Nilai hasil Survey Jumlah Orang T0
Implementasi ASN vang Mengikuti
BerAKHLAK Bimbingan
Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
{Orang)
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Bimbingan Teknis umlah Bimbingan Teknis L
Implementasi gAWaL Yang Implementasi
Peraturan engikuti Peratiran Perundang-
PerundangUndangan imbingan Undangan
Teknis
Terlaksananya Jumlah Orang 70 0.00)
Bimbingan Teknis vang Mengikuti
Implementasi Bimbingan
Peraturan Perundang- Teknis
Undangan Implementasi
Administrasi Umum ks 92 &00.000.000 _:hl.._ﬂ—“.._.-un.-_. 199,372,147
Perangkat Daerah Persen Umum Peranghkat
Daerah
Nilai capaian Jumlah 0
pelaksanaan Laporan
nembaneunan Fonm Penvelene
Penyelenggaraan Rapat Mumlah 1 Lap 400.000.000) Penyelenggarann
Koordinasi dan Laporan Rapat Koordinasi
Konsultasi SKPD Penyelenggaraa dan Konsultasi
m Hapat SKPD
{Koordinasi dan
[Konsultasi
Terlaksananya Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi
Konsultasi SKPD dan Konsuluasi
SKPD (Laporan)
Nilai Kematangan Jumlah Dokumen
Pencrapan SPBE dan Dukungan
Statistik Sektoral pada Pelaksanaan
Perangkat Daerah Sistem
Pemerintahan
Dukungan

Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPLY

is




Terlaksananya Jumlah Dokumen

Dukungan Dukungan

Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan

Pemerintahan Berbasis Sistem

Elektronik pada SKPD Pemerintahan

Wilai Kualitas Jumlah Dokumen

Pengelolaan Kearsipan Penatausahaan

Digital Perangkat Arsip Dinamis

Daerah pada SKPD
Al 1

Penatausahaan Arsip

Dinamis pada SKPD

Terlaksananya Jumlah Dokumen)|

Penatausahaan Arsip Penatausahaan

Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis
pada SKPD
{Dokumen)

Persentase Jumlah Paket

Tindaklanjut Laporan Peralatan dan

Pengaduan melalui Perlengkapan

SPAN Lapor Kantor yang
Disediakan
(Paket)

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kuntor

Tersedianya Peralatan Jumlah

dan Perlengkapan Paket

Kantor Peralatan

Pengadaan Barang

Milik Daerah

Penunjang Urusan

Nilai Kepatuhan Jumlah

Pencatatan Pengadaan Unit

Barang/Jasa Sarana
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Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Tersedianya Sarana Jumlah 8
dan Prasarana Gedung Uinit
Kantor atau Bangunan Sarana
Penyediaan Jasa 92 2.588,000,000 Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Persen Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Naesrah
Nilai Hasil Survey Jumlah 12
Kepuasan Masyuarakat | aporan
pada Aplikasi SKM Penyediaa
Penyediaan Jasa tJumlah 1 1.400,000,000 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Laporan Laparan Pelayanan Umum
Kantor Penyediaan Kantor
lasa Pelavanan
Tersedianva Jasa Jumlah
Pelayanan Umum Laporan
Kantor Penyedina
Penvediaan Jasa \Jumlah 1 laporan|  1.000,000,0000 Nilai Pengukuran Jumlah Laporan 12
Komunikasi, Sumber Penyediaan Kualitas Pelayanan Penycdiaan Jasa
Daya Air dan Listrik Vasa Publik Perangkat | Komunikasi,
wﬂﬁwm”..._r Daerah Sumber Daya Air
PR o APl dan Listrik yang
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Adr dan Listrik
Tersedianyva Jasa Jumlah Laporan
Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa
Daya Air dan Listrik Komunikasi,
Sumber Daya Air
Pemeliharaan Barang Jumlah Aset 86 1.000,000,0000 Pemeliharaan
Milik Daerah Persen Barang Milik
Penunjang Urusan Daerah Penunjang
Pemerintahan Daerah Urusan
Pemerintahan
Daerah
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Terlaksananya Jumlzh 132
Pemeliharaan Peralatan
Peralatan dan Mesin dan
Lainnya Mesin
Pemeliharaan / Rehabil Jumlah 40 Unit 550.000.000 Pemeliharaan/Reha
itasi Sarana dan Sarana dan bil itasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Prasarana Prasarana
Gedung Kantor atau Gedung Pendukung Gedung
Bangunan Lainnya Kantor atau Kantor atau
Bangunan Bangunan Lainnyva
Lainnya yang
Dinelil /D
Terlaksananya Jumlah Sarana 1
Pemeliharaan/Rehabili dan Prasarana
tasi Sarana dan Gedung Kantor
Prasarana Gedung atau Bangunan
Kantor atay Bangunan Lainnya yang
Lainnya DipeliharaDirchy
bilitasi {Unit)
PROGRAM Tingkat <0.56 % | 2.727.188.123| PROGRAM
PENGEMBANGAN Partisipasi <1.69 % PENGEMBANGAN
HAPASITAS DAYA pemucda KAPABITAS DAYA
SAING KEPEMUDAAN dalam 62% SAING
keg.ekonomi KEPEMUDAAN
mandin
Tingkat
partisipas
pemuda
dalam
Organisasi
kepemudaan
dan
Organisas
kemasyarakat
Meningkatnya daya Rasio 0.43
saing kepemudaan Wirausah
a Pemuda
{Rasio)
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Penyadaran, Pemberda Persentase 100 2.520.000.000 Penyadaran,
yaan dan Kemandirian | persen Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda Pengembangan
Pemuda dan Pemuda dan
Kepemudaan Kepemudaan
KewenanganProvinsi Kewenangan
Provinsi
Persentase Pemuda Jumlah
yang dibina di Bidang dokumen
kepeloporan hasil
Pelaksana
an
Koordinas
i Strategis
Jumlah
Pemuda
Pelopor
Tingkat
Provinsi
Dari
Seluruh
Pelaksanaan keordinas: umlah 1 600,000,000 Pelaksanaan
trategis lintas sector Dokumen IDokumen koordinasi strategis
yelenggaraan hasil lintis Bactor
layanan kepemudaan pelaksanaan penyelenggaraan
elalui pembentukan koordinasi pelayanan
im koordinasi provinsi Strategis kepemudaan melalui
velenggaraan lintas Sektor pembentukan tim
layanan Penyelenggara) koordinasi provinsi
pemudaaan serta an Pelayanan penyelenggaraan
vusunan dan kepemudaan pelayanan
plementasi RAD/RAD di provinsi kepemmdenan serta
ingkat Priovinsi peaEa: dv
implementasi
RAD/RAD Tingkat
Pricvinsi




Terlaksananya

Jumlah dokumen

Pelaksanaan hasil Pelaksanaan|
Koordinasi Strategis Koordinasi
Lintas Sektor Strategis Lintas
Penyelenggaraan Sektor
Pelayanan Penyelenggaraan
Kepemudaan melalui Pelayanan
pembentukan tim Kepemudaan di
koordinasi provinsi provinsi
Penyelenggaraan {Dokumen)
Pelayanan
Kepemudaan serta
penyusunan dan
rdinasi, Sinkronisasi 320,000,000 Koordinasi,
Penyelenggaraan nﬂ Sinkronisasi dan
1 Pernuda i Hﬁ-ﬂﬁ!ﬁ!
PR || o
L1
Tingkat Kahupaten bagi Pemuda Pelopor
o Tingkat Provinsi

..._ﬂ._.m.ru!._b.:u_ﬁ Jumlah Pemuda
Koordinasi, Pelopor Tingkat
Sinkronisasi dan Provinsi Dari
Penyelenggaraan Seluruh
Pengembangan Kabupaten/Kota
Kepeloporan Pemuda Yang difasilitasi
bagi Pemuda Pelopor dalam
Tingkat Provinsi Pengembangan

Kepeloporan
0 L 0 0y




Persentase Pemuda Persentase
vang dibina di Bidang cfiektifitas
Kepemimpinan penyelenggaraan
koordinasi dan
sinkronisasi
pengembangan
kepemimpinan
pemuda
{Persentase)
[Koordinasi, Sinkronisasi 400,000,000 Koordinasi,
et asy M Sinkronisasi dan
—_”ﬂn:mn.n ; : Pl Penyelenggaraan
epemimpinan Pemuda Sinkronisasi Pengembangan
T " Penyelenggaral kepemimpinan
an pemuda tingkat
Pengembanga provinsi
Terlaksananya Persentase
Koordinasi, efektifitas
Sinkronisasi dan penyelenggaraan
Penyelenggaraan keordinasi dan
Pengembangan sinkron|sasi
kepemimpinan pengembangan
pemuda tingkat kepemimpinan
provinsi pemuda
(Persentase)
Persentase Pemuda Jumlah
yang dibina di Bidang Wirausaha Muda
Kewirausahaan Tingkat Provinsi
Yang Difasilitasi
Pengembangan
Kewirausahaan
Pemuda (Orang)

rdinasi, Sinkronisasi

T00,000,0000 Koordinasi,

Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan
Peningkatan
Kapasitas Daya
Saing Wirausaha
Muda Provinsi

42




Terlaksananya Jumlah 1000
Koordinasi, Wirausaha Muda
Sinkronisasi, dan Tingkat Provinsi
Penyelenggaraan Yang Difasilitasi
Pengembangan Pengembangan
Kewirausahaan Kewirausahaan
Pemudn Bagi Permuda (Orang)
Wirausaha Muda
Tingkat Provinsi
Meningkatnya persentase 20
pemenuhan sarana dan prasarana
prasarana kepemudaan pemuda yang
terman faatkan
(%)
persentase sarana 25
pemuda yang
terman faatkan
(%)
Penyadaran,
Pemberdayaan, dan
Pengembangan
Pemuda dan
Kepemudaan

Kewenangan Provinsi
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Persentase sarana dan Jumlah

prasarana Pemuda Sarana

dalam kondisi baik dan
Prasarana
Kepemud
aan
Provinsi
yang
Terkelola
dan
Termanfa
atkan
(LInit)

Perencanaan,

Pengadaan,

Pemanfaatan,

Pemeliharaan, dan

Pengawasan Prasarana

dan Sarana

Kepemudaan Provinsi

Meningkatnya Jumlah

Pengelolaan dan Sarana

Pemanfaatan Sarana dan

dan Prasarana Prasarana

Kepemudaan Provinsi Kepemud
aan
Provinsi
yang
Terkelola
dan
Termanfa
atkan

(Unit)
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Meningkatnya Peran Persentas 62.5
Organisasi Pemuda e
organisasi
pemuda
vang aktif
{jumlah
Ofganisasi
i (%a)
Pemberdavaan dan
Pengembangan
Organisasi
Kepemudaan Tingkat
Daerah Provinsi
Persentase Pemuda Persentase 100
vang dibina dibidang organisasi
keorganisasian kepemudaa
nyang
diberdaya
kan
melalui
kemilraan
- Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
penyelenggaraan
Pemberday aan
Terlaksananya Persentas 100
Koordinasi, ¢
Sinkronisasi, dan organisasi
penyelenggaraan kepemuda
D sl gl s R N Py
PROGRAM 10106893 993 00| PROGRAM B.700.980.000
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
DAYA SAING DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN KEOLAHRAGAAN
eningkatnya | 5490 376.140.852 Meningkatnya Persentas 60
Hﬂﬂqﬂmwﬂh pembudayaan dan e medali
S prestasi olahraga yang
lahraga m.—.ura—ﬂ_._
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eningkatnva
R aar 99,999, 77 ﬁ:g
elenggaraa
pekan dan olahraga
mines Atlet 70.000.000
ANE )
stasi
tase
latih
lahraga
nggulan yang
rsertifikat
reeniase
asit Olahraga
nggulan yang
Pembinaan dan rseniase 100 % | 1.100.000,000, Pembinaan dan 109, 980,000,000
Pengembangan umlah Atlet Pengembangan
Olahraga Pendidikan dibina dan Olahraga
pada Jenjang tersediaan Pendidikan pada
Pendidikan yang dan Jenjang Pendidikan
Menjadi Kewenangan rasarana yvang Menjadi
Daerah Provinsi ahraga Kewenangan
Daerah Provinsi
Koordinasi, umlah Puss Koordinasi, @ | | Jumlah Pusat
Sinkronisasi dan ‘mbinaan dan Sinkronisasi dan Fembinaan dan
Pelaksanaan latihan Pelaksanaan Pelatihan
Pembentukan dan lahragn serta Pembentukan dan Olahraga serta
Pengembangan Pusa kolah Pengembangan Pusa Sekolah
Pembinaan dan lahraga yang Pembinaan dan Olahraga yang
Pelatihan Olahraga iselenggaraka Pelatihan Olahraga Disclenggaraka
serta Sekolah Olahraga oleh serta Sekolah Olahraga n oleh L
yang Diselenggarakan asyarakat dan yang Diselenggarakan Masyarakat d
h Masvarakat dan ia Usaha oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
Dunia Usaha Aang Dunia Usaha yang
ikembangkan Dikembangkan




Koordinasi, Jumlah Sarana 26 Unit 1,100.000.000.00| Koordinasi, Jumlah Sarana | 30 Unit 1 09.980.000,00
Sinkronisasi dan Prasarans Sinkronisasi dan dan Prasarana
JPenyediaan Prasarana Olahraga Pelaksanaan Olahraga
Olahraga melalui Provins yang Penyvediaan Sarana Provinsi yang
perencanaan,Pengadan Tersedia dan dan Prasarana Tersedia dan
n,pemanfaatan, pemelih Termanfaatkan Olahraga Provinsi Termanfaatkan
araan, dan
pengawasan Prsarana
Penyelenggaraan 100% | 4.608.419.933.00) Penyelenggaraan
Kejuaraan Olahraga Kejuaraan Olahraga
Penyelenggaraan Jumlah 135 2.500,000,000 Persentase olahraga Jumlah Pekan i
Kejuaraan Olahraga Dokumen orang unggulan yang dan Kejuaraan
Multi Event dan Single Penyelenggaraa beprestasi Paralimpik
Event Tinglkat Provinsi n Kejuaraan Pelajar Tingkat
[Multi event dan Provinsi
ingle Event o
%p.—nmﬂm_ Prowitial (Kegiatan)
Jumlah anggota 3
kontingen
provinsi yang
ikut serla dalam
Penyelenggaraan
pekan dan
kejuaraan
Partsipasi dan Jumlah Peserta | 1 KEg 1,700,000,000 - Keikutsertaan
Keikutsertnan dalam Yang anggotn kontingen
_unﬂqu_muhnmhﬂmb ) Berpartisipasi provinsi dalam
Kejuaraan dalam Multi dalam Penyelenggaraan
Event dan Single Event IPenvelenggaraa pekan dan kejuaraan
n Kejuaraan
Olahraga Multi olahraga
IEvent dan
Bingle Event
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Terlaksananya Jumlah anggota 3
keikutsertaan anggola kontingen
kontingen provinsi provinsi yang
dalam ikut serta dalam
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
pekan dan kejuaraan pekan dan
olahraga kejuaraan
olahraga (Orang)
m.!.....,.u....nﬂuhmh_.. Jumlah 1 408,419,933 Penyclenggaraan
Kejuaraan Pekan men Kegiatan Pekan dan Kejuaraan
Parelimpik Provinai dan yelenggaraa Paralimpik Pelajar
Pekan Paralimpik Keluarann Aliatint oo fod
Pelajar Provinsi sl Wghkat Frovins
impik
insi dan
kan
aralimpik
laior Bragrinoei
Tersclenggaranya Jumlah Pekan 1
Pekan dan Kejuaraan dan Kejuaraan
Paralimpik Pelajar Paralimpik
Tingkat Provinsi Pelajar Tingkat
Provinsi
(Kegiatan)
Pembinaan dan 3.398,474,060 Pembinaan dan 8600000000
Pengembangan Pengembangan
Olahraga Prestasi Olahraga Prestasi
Tingkat Nasional Tingkat Nasional
Persentase Jumlsh Atlet Dacra 40 8.600.000.000
Rekomendasi vang Diseleksi
Pelaksanaan (Orang)
Pengembangan
olahraga yang Jumlsh dokumen 1
Kab/Kota mﬂu_nw_.nuwﬁ
§i provinsi {Doku




Jumlah Olahragawy
Adlet Berprestasi

Provinsi yvang Dibi
dan Diberikan
Jumlah Pemusatan
Latihan Daerah yar
teriniegrasi dengan
cm an llm
Seleksi Atlet Daerah WMumlah Atlet 8 Cabor 75,000,0008 Seleksi Atlet Dacrah
Daerah vang
Diseleksi
Terselenggaranya Jumlah Athet Daerd
Seleksi Atlet Daerah yang Diseleksi
(Orang)
wuﬁahﬂﬂﬂgﬁ Lumlah 1 2.698.474,060| Pemusatan Latihan
» imu " Pemusatan Pelatdah Daerah, [mu
Pengetahuan Latihan Daerah Pengetahuan dan
Teknologi Keolahragaan wang terintegras] Teknologi
(Sport Science) dengan Imu Keolahragaan (Sport
Pengetahuan day Science)
Teknologi
Keolahragaan
(Sport Science |

Terluksananya
Pemusatan Latihan

Daerah yang yang terinlegrasi
Terintegrasi dengan dengan
pengembangan |lmu pengembangan
Pengetahuan dan [lmu Pengetahuan
Teknologi dan Teknologi
Keolahragaan { Sport K.eolahragaan
Science ) Sport Science }

Jumlah Pemusatan
Latihan Dacrah

IPembinaan dan

[Pengembangan Atlet
Berprestasi Provinsi

Jumlah Atlet

rprestasi
insi yang
ibina dan
b ari]
gembangan

25 Dok

TOO,000,000
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Koordinasi dan Wumlah Data 1 700,000,0000 Penvediaan data
Sinkronisasi an Informasi  [Dokumen Keolahragaan terpadu
Penyediaan Data dan Sektoral di provinsi
Informasi Sektoral Olahraga yang
Olahraga Tersedia dan
Termanfaatkan
Tersedianyn data Jumlah dokumen
Keolahragaan terpadu penyediaan data
di provinsi Keolaghragaan
terpadu di
provinsi
(Dikumen)
= Pembinaan dan
Pengembangan
Olaphragawan
Terlaksananya Jumlah
Pembinaan dan Olahraga
Pengembangan win Atlet
Pembinaan dan 1,000,000,000 | Pembinaan dan
Pengembangan Pengembangan
Organisasi Olahraga Organisasi
Niahrams
Standardisasi Jumlah 8 Cabor 500,000,000 Persentase Tenaga Jumlah Dokumen
Organisasi H_...urﬂgﬁ: I.u.l_ Keolshragaan yang Hasil
Keolahragaan Standarisasi bersertifikat Nasional Peningkatan
Organisasi Kerja Sama
Ty
Peningkatan umlah 55 500,000,000 Peningkatan
Kerjasama Organisasi kumen Hasil |Organisa Kerjasama
Keolahragaan Provinsi ingkatan 8i Organisasi
dengan Lembagn ji Sama Olahraga Keolahragaan
Terkait isa s Provinsi dengan
Lembaga Terkait
ins dengan
mbaga
erkait
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Terlaksananya

Jumish Dokumen|

Peningkatan Kerja Hasil
Sama Organisasi Peningkatan
Keolahragaan Provinsi Kerja Sama
dengan Lembaga Organisasi
Terkait Keolahragaan
Provinsi dengan
Lembaga Terkait
{Dokumen)
Persentase Wasit Jumlah dokumen 1
Olahraga Bersertifikat pelaksanaan
Masional Standar nasional
pengelolaan
Organisasi
Keolahragaan di
provinsi
{Dokumen)
Pelaksanaan Standar
nasional pengelolaan
s
Keolahragaan di
provinsi
Terlaksananya Standar Jumlah dokumen 1
nasional pengelolaan pelaksanaan
Organisasi Standar nasional
Keolahragaan di pengelolaan
provinsi Organisasi
Meningkatnya Persentase 85,71
pemenuhan sarana dan Prasarana
prasarana olahraga Olahraga Yang
Termanfaatkan
(%e)
persentase sarana 50
olahraga yang
termanfaatkan

(%)

il




Pembinaan dan

Pengembangan

Olahraga Pendidikan

pada Jenjang

Pendidikan yang

Menjadi Kewenangan

Daersgh Provinsi

Persentase sarana dan Jumlah prasarana

prasarana Olahraga olahraga di

dalam kondisi baik tingkat provinsi
vang tersedia
{Unit)

Koordinasi dan

sinkronisasi

penyediaan prasarana

olahraga melalui

perencanaan,

pengadaan.

Terlaksananya Jumlah prasarana

penyediaan prasarana olahraga di

olahraga melalui tingkat provinsi

perencanaan, yang tersedia

pengadaan, {Unit)

Penyclenggaraan

Kejuaraan Olahraga

Persentase olahraga Jumlah Pekan
unggulan yang bepresiasi dan Kejuaraan

Penyelenggaraan

Pekan dan Kejuaraan

Olahraga Tingkat

Nasional dan Provinsi

Terselenggaranya Jumlah Pekan

PPekan dan Kejuaraan dan Kejuaraan

Olahraga Tingkat Olahraga Tingkat

Nasional dan Provinsi Nasional dan
Provinsi yang
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PROGRAM 836,627,432 PROGRAM
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
KAPASITAS KAPASITAS
KEPRAMUKAAN HEPRAMUKAAN
Meningkatnya Tinghkat 10.51
Partisipasi Masyarakat Partisipasi
Dalam Kepramukaan Masyarak
Tingkat Partisipasi at dalam
Masyarakat dalam Kepramu
Pembinaan dan 836,627,432 Pembinaan dan
Fengembangan Pengembangan
Organisasi Organisasi
Kepramukaan Kepramukaan
Persentase Pemuda Jumlah 29
vang dibina dalam Organisasi
organisasi Kepramukann
Kepramukann Provinsi yang
Meningkat
Kapasitasnya
{Organisasi)
Peningkatan Kapasitas Mumlah Sub Kegiatan
Organisasi Organisasi Peningkatan
Kepramukaan Provinsi Kepramukaan Kapasitas Organisasi
IProwinsi yang Kepramukaan
IMeningkat Provinsi
Kapasitasny
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Jumlah
Crganisa

Provinsi
yang
Meningk
Kapasita
snya(Org
anisai).

29




2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk
ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2026.
Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan disajikan berikut

ini:
No Program [ Kegiatan Indikator Kinerja Besaran/| Catatan
Volume
L] e [ — i — Bl if] ]
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan
kKepemudaan Kewenangan Provins
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, | Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit
Pemeliharaan, dan Pengawasan Kepemudaan Provinsi vang
Prasarana dan Sarana Kepemudaan Terkelola dan Termanfaatkan
Provins
PROGEAM PENGEMBANGAN
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan Fl"l.:t‘-‘-il““l
Mahraga Pendidikan pada Jenjang
Pendidikan yang Menjadi
Kewenangan Daerah Provins
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Pusat Pembinaan dan
Pelaksanaan Pembentukan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah
Pengembangan Pusat Pembinaan dan Olahraga vang Disclenggarakan
Pelatihan Olahraga serta Sekolah oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
Olahraga yang Disclenggarakan oleh yang Dikembangkan
Masyarakat dan Dunia Usaha
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Sarana dan Prasarana I Unit
Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Olahraga Provinsi yang Tersedia
Prasarana Olahraga Provinsi dan Termanfaatkan
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Pembinaan dan Pengembangan
Drganisasi Kepramukaan
Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah Organisasi 2
Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi Organisasi
Kepramukaan Provinsi yang Meningkat
Kapasitasnya [ Organisasi

Di dalam melaksanakan program pemerintah pada Tahun 2026 yang berkaitan
dengan tingkat pengangguran terbuka sala satunya melalui program pementasan
kemiskinan Ekstrim melalui intervensi tabel di bawah ini :
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No Program/Kegiatan Kinerja Indikator Kinerja
i i) 13} 1]
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Kewenangan Provins
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Terlaksananya Koordinasi, Jumlah Wirausaha Muda tingkat
Penyelenggaraan Pengembangan Sinkronisasi, dan Provinsi vang difasilitasi
Kewirausahaan pemuda bagi Penyelenggaraan Pengembangan | Pengembangan Kewirausahaan
wirausaha muda Tingkat Provinsi. Kewirausahaan pemuda bagi | Pemuda
wirnusaha muda Tingkat Provinsi
PROGRAM PENGEMBANGAN
DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Pendidikan pada
Jenjang Pendidikan yang Menjadi
Daerah Provins
Koordinasi, Sinkronisasi dan Berkembangnya Pusat Pembinaan | Jumish Pusal Pembinaan dan
Pelaksanaan Pembentukan dan dan Pelatihan Olahrapa serta Pelatihan Olahraga serta Scholah
Pengembangan Pusat Pembinaan dan | Sckolah Olahragayang Olahraga yang Diselenggarakan oleh
Pelatihan Olahraga serta Sekolah diselenggarakan oleh Masyarakat | Masyarakat dan Dunia Usaha yang
Olahraga yang Disclenggarakan oleh | dan Dunia Ulsaha Dikembangkan
Masyarakat dan Dunia 1saha
Koordinasi, Sinkronisasi dan Terlaksananya Penyediaan Jumlah Sarana dan Prasarana
Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan | Prasarana Olahraga melalaui Olahraga Provinsi yang Tersedia dan
Prasarana Olahraga Provinsi perencanaan, pengadan, Termanfaatkan
pemanfaatan, pemeliharaan dan
pengawasan Prasarana Olahraga
Penyelenggaraan Kejuaraan
(Mahraga
Penyelenggaraan Pekan dan Terselenggaranya Pekan dan Jumlah Pekan dan Kejuaraan
Kejuaraan Paralimpik Pelajar | Kejuaraan Paralimpik Pelajar paralimpik Pelajar Tingkat
Tingkat Provinsi Tingkat Provinsi Provinsi
Penyelenggaraan Pekan dan Terselenggaranya Pekan dan Jumlah Pekan dan Kejuaraan
Kejuaraan Olahraga Tingkat Kejuarsan Olahraga Tingkat Olahraga Tingkat Nasional dan

Nasional dan Provinsi

MNasional dan Provinsi

Provinsi yang terselenggara.




3. 2.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan tupoksi setiap Organisasi Perangkat Daerah tidak dapat
dipisahkan dengan isu isu strategis yang berkembang di tingkat nasional
dan provinsi. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan adalah bersifat
komprehensif dan sinergis, yaitu memiliki arti bahwa pembangunan
daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional.
Dalam pelaksanaannya, koordinasi dan sinergi program kepemudaan
mencakup aspek penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda
secara nasional. Sementara itu, pada sektor keolahragaan, ruang lingkup
koordinasi meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga industri,
olahraga prestasi, serta pembudayaan olahraga di masyarakat.

Sejalan dengan implementasi otonomi daerah maka setiap pemerintah
daerah merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Semua urusan
yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah dibagi habis dalam
setiap OPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Isu-isu strategis
yang merupakan fenomena nyata yang wajib dicermati dan diidentifikasi
dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang kemudian
ditindaklanjuti dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Dinas
Pemuda dan Olahraga merupakan OPD yang melaksanakan urusan bidang
Kepemudaan dan olahraga di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan :

1. Bidang Kepemudaan “Untuk meningkatkan kualitas, partisipasi, dan
peran aktif pemuda”;
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2. Bidang Olahraga “Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam
kegiatan olahraga serta meningkatkan kualitas pembinaan dan
pengembangan keolahragaan”;

3. Bidang Ketenagaan dan Kepramukaan “Mengembangkan mutu tenaga
keolahragaan dan kepramukaan daerah dengan memenuhi
standarisasi Tenaga Pelatih, Wasit, dan Instruktur di Daerah”; dan

4. Bidang Sarana, Prasarana dan Standarisasi “Untuk meningkatkan
pembangunan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga vang
mendukung peningkatan prestasi olahraga”.

Sasaran :

1. Bidang Kepemudaan “Meningkatnya partisipasi dan peran aktif
pemuda di berbagai bidang pembangunan”;

2. Bidang Olahraga “meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
kegiatan olahraga”;

3. Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan “Meningkatnya
mutu tenaga Pelatih yang profesional”; dan

4. Bidang Sarana, Prasarana dan Standarisasi “Meningkatnya
pembangunan sarana, prasarana pemuda dan olahraga di daerah

yang terstandarisasi”.

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan.
Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua
pihak yang berkepentingan (stakeholder), untuk mendapatkan
aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Perencanaan dari atas
merupakan media untuk penyesuaian sumber dana dan penegakan
rambu-rambu substansi serta administrasi sementara perencanaan
dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar
realistik sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses
dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui musyawarah vang
dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten /Kota. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data
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yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, komitmen dan

integritas perencanaan disemua lapisan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Dinas Pemuda
dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

1.

Menyusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka
menengah, mengacu pada RPJMD 2025-2029;

Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana Kerja
Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi
Perangkat Daerah (RKA-OFPD);

Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi,
konsep dan kebutuhan /Kondisi aktual di bidang pemerintahan
dan pembangunan;

Merumuskan Jabaran Rencana Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan Tahunan secara lebih “Holistik Integratif® sesuai
kebutuhan, kemampuan di dalam konteks Pembangunan
Daerah dan bidang lain, tidak Eksklusif dan Konservatif;
Mencermati proporsi-proporsi  antar ruang-ruang mata
anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada
biaya terbuang, kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu
pekerjaan sosial. Hal ini sangat perlu disadari, agar
karakteristik program-program pemerintahan umum di
Sulawesi Tengah jelas dan terjaga;

Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas
dan bermanfaat bagi Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan
lintas sektor dalam proses perencanaan, untuk mempertegas
Eksistensi, memperkaya muatan dan menyerap aspirasi,
perhatian untuk jajaran Legislatif;

Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program
memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal,
sehingga pemahaman dan keselarasan provinsi,
kabupaten /kota masyarakat optimal, demikian pula dengan
sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga
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antara fungsi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan
benar-benar selaras; dan

8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai
peruntukan sumber APBN (Dekonsentrasi dan Tugas
Perbantuan), sehingga perpaduan APBD-APBN dapat diarahkan
untuk :
a. Meningkatkan Jangkauan Sasaran Organisasi; dan
b. Meningkatkan koordinasi pembinaan keolahragaan dan

pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
antara lain meliputi:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :
1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah;
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Daerah;
4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan
Perangkat Daerah;

5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,;
7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah;
8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah; dan
9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan :
1) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan
Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi; dan
2) Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi
Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi.
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan :



1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan
pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah
Provinsi;

2) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga,

3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
Tingkat Nasional; dan

4) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.

4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan :

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan  Organisasi

Kepramukaan.
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Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 dan
Prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nama OPD: Dinas Pemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

Evaluasi Kinerja Peranghat
Daerah

Rencana Tahun 2026 Catata Prakirans Maju
n Rencana Tahun 2027
Kode Bidang Urusan / Indikator Pentin
Program [Outcome /Kegiata Outcome /Output Target | Kebutuhan | Sum E Target Kebutuhan
n/Sub Kegiatan Output Lok | Capaian | Dana/Pagu | ber Capaian | Dana/Pagu
asi | Kinerja Indikatif Dana Kinerja | Indikatif (000)
(000)
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK 16.382.152.162,79 34.575.888.171
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN 34.575.888.171
BIDANG KEPEMUDAAN DAN 16.382.152.162,79
OLAHRAGA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 60 % 1.672.172.162,79 65% 13.422.400.171
PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Indeks Reformasi Birokrasi Perangkag 75,60 7.672.172.162,79 77,10 13.422.400.171
Pemerintahan pada Perangkat Daerah  [Daerah (Nilai
Milai Sakip Perangkat Daerah IPersentase/ Predikat Nilai AKIP 75 T8
Persentase capaian IKU Perangkat [Persentase 96 o7
Daerah
Nilai Kematangan Statistik Sekioral Nilai Capaian Data Statistil 4 4
pada Perangkat Daerah |Sekforal
Perencanaan, Penganggaran dan B0% 633.946.558
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40.000.000

Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik 40,000,000
Sektoral Daerah
Terlaksananya Pengumpulan Data Jumlah Data Statistik Scktoral 40000000
Statistik Sekioral Daerah Daeragh yang Telah Dikumpulkan
dan Diperiksa Lingkup Perangkat
Daerah (Data)
Jumlah Dokumen Perencanaan 160,000,000
Perangkat Daerah { Dokumen
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah (L.aporan)
nyusunan Dokumen Perencanaan| Jumlah Dokumen perencanaan 13500000
angkat Daerah Perangkat Daerah
ersusunnya Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 135.000.00
rangkat Daerah Perangkat Daerah { Dokumen)
|[Evaluasi Kinerja Perangkat 20.000.000
Daerah
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 23.000.000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Laporan)
Persentase capaian IKU Perangkat Jumlah Dokumen Hasil 40,000,000
Duacrah Penyelenggaraan Waulidata
Pendukung Statistik Sektoral
Daerah (Dokumen)
Penyelenggaraan Walidata Pendukung 40.000.004
Statistik Sektoral Dacrah
Terselenggaranya Walidata Pendukung | Jumlah Dokumen Hasil A0.000.000)

Statistik Sektoral Daerah

Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sckioral
Dacrah (Dokumen)

Administrasi Kenangan Peranghkat
Daerah

6.495.471.215,79

10.493.750.171

Persentase Capaian Realisasi APBD
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan PengujianVerilikasi Keuangan
SKPD (Dokumen)

Jumlah Dokumen Bahan
Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan
{ Dokumen)
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Jumlah Laporan Kevangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Laporan) _

Pelaksansan Penatausahaan dan 370000008
Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD
Terlaksananya Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan 37.000.000
Pengujian/Verifikasi Kevangan SKPD | dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

SKPD (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 60.000.000
Keuangan Akhir Tehun SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir | Jumlah Laporan Keuangan Akhir 60,000,000
Tahun SKPD dan Laporan Hasil Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD

(Laporan)
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 18,000,004
Tanggapan Pemeriksaan
Tersedianya Dokumen Bahan Jumlah Dokumen Bahan 18.000.0040
Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Tanggapan Pemeriksaan dan
Lanjut Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan

{ Dokumeén)
Persentase Hasil Tindaklanjut Jumlah Orang vang Menerima Gaji 100 10.378.750.171|
Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP dan Tunjangan ASN (Orang/

Bulan)
Penvediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.495.471.215,79 10,378.750.171)
Administrasi Barang Milik Daerah 1 15,004,004
pada perangkat Dacrah
Persentase Dokumen Administrasi Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 1 15.000.000
Barang Milik Daerah Pada Perangkat Milik Daerah SKPD { Dokumen)
Daerah yang Sesuai Ketentuan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan

Penyusunan Laporan Barang Milik

Daerah pada SKPD (Laporan)

Jumiah Laporan Penatausahaan

Barang Milik Dacrah pada SKPD

(Loporan)
Penvusunan Perencanaan Kebutuhan 120 MM

Barang Milik Daerah SKIPD




Tersedianya Rencana Kebutuhan :ES___ Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 2 2 1.2, 000, (00
Milik Daerah SKPD Milik Daerah SKPD { Dokumen)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan G100 (00
Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 4 4 G000, D00
Penyusunan Laporan Barang Milik Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD (Laporan)
Penatausshaan Barang Milik Daerah 12,000,000
pada SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Barang | Jumlah Laporan Penatausahaan 4 4 12.000.000
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Dacrah pada SKPD

(Laporan)
Administrasi Kepegawaian 146, 000.000
Perangkat Dacrah
Indeks Profesionalitas ASN Perangkat | Jumlah Dokumen Pendataan dan 165 165 150000 (W
Diaerah Pengolohan Administrasi

Kepegawaian (Dokumen)
Pendataan dan Pengolahan Administrasi 15000000
Kepegawaian
Terlaksananya Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 165 165 15000, 000
Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Pengolahan Administrasi

Kepegawaian (Dokumen)
Indeks Reformasi Hukum Perangkat Jumlah Dokumen Moniworing, 1 1 30.000._000
Duerah Evaluasi, dan Penilainn Kinerja

Pegawai (Dokumen)
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 30,000,000
Kinerja Pegawai
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah 1 1 30,000, 000
dan Penilaian Kinerja Pegawal Dokumen Monitoring, Evaluasi,

dan Penilaian Kinerja Pegawai

{Dokumen)
Milai hasil Survey Implementasi ASN | Jumiah Orang yvang Mengikuti 70 90 101,000,000
BerAKHLAK Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-1ndangan

{Orang)
Bimbingan Teknis Implementasi 100000 DO
Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Jumlah Orang vang Mengikuti 70 90 100,000,000
Implementasi Peraturan Perundang- Bimbingan Teknis Implementasi
Uindangan
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Peraturan Perundang-1'ndangan
{Orang)

Kantor

Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Paket)

Administrasi Umum Peranghkat Indeks Kepusan Masyarakat 199.372.147 269.000.000
Daerah
Milai capaian pelaksanaan pembangunan| Jumlah Laporan Penyelenggaraan 5 165.000.000
Zona Intcgritas Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SEPD (Laporan)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 165.000.000
Konsuliasi SKPD 139.332.000.]
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapai | Jumlah Laporan Peny elenggaraan 5 165,000,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsuliasi

SKPD (Laporan)
Milai Kematangan Penerapan SPBE dan | Jumlah Dokumen Dukungan 200 22,000,000
Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah| Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik pada SKPD

(Dokumen)
Dukungan Pelaksanaan Sistem 22.000.0040
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
SKPD
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan | Jumlsh Dokumen Dukungan 200 22,000, 0040
Sistern Pemerintahan Berbasis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Elektronik pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD

{ Dokumen)
Milai Kualitas Pengelolaan Kearsipan | Jumlah Dokumen Penatausahaan 200 22,000,004
Digital Perangkat Daerah Arsip Dinamis pada SKPD

({Dokumen)
Penatausahaan Arsip Dinamis pada 22,000,004
SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausshaan 200 22.000.0040
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD

{Dokumen)
Persentase Tindaklanjut Laporan Jumiah Paket Peralatan dan 3 60,000,000
Pengaduan melalui SPAN Lapor Perlengkapan Kantor yang

Disediakan (Paket)

[Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 60.040.147] 60.000.000
oantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan | Jumlah Paket Peralatan dan 3 &0,000.000




Pengadaan Barang Milik Dasrah

Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Milai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 8 s 100, OO, DO
Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE Giedung Kantor atau Bangunan

Lainnya yang Disediakan (Unit)
Pengadaan Sarana dan Prasarana 100000000
Ciedung kanlor atau Bangunan Lainnya
Tersedianya Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 8 5 100,000,000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya yang Disediakan (Unit)
Penyedinan Jasa Penunjang 734,466,400 1,634, 500,000
Urusan Pemerintahan Daerah
Milai Hasil Survey Kepuasan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 12 RO0, 000,003
Masyarakal pada Aplikasi SKM Pelayanan Umum Kantor yang
Terintegrasi Disediakan (Laporan)
Penyvediaan Jasa Pelayanan Umum 12 12 RO0.000,000
Kantor
Tersedianya Jasa Pelayvanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 12 RO, 000, (008
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang

Disediakan ( Laporan)
Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 12 834,500,000
Publik Perangkat Dacrah Komunikasi, Sumber Dayva Air dan

Listrik yang Disediakan {1.aporan
Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber 734.466.400 834,500,000
Daya Air dan Listrik
T'ersedianya Jasa Komunikasi, Sumber | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 12 B34, 500,000
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Lisirik yang Disediakan (Laporan)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 242.862.400 424.150.000
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daeranh
Persentase barang milik daerah vang Jumlah Kendaraan Perorangan a9 a9 424.150.000
dipelihara Dinas atau Kendaraan Dinas

Jubatan yang Dipelihara dan

Dibavarkan Pajaknva (Unit)

Jumlah Peralatan dan Mesin 132 132

Lainnya yang Dipelihara {Linit)
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Jumlah Sarana dan Prasarana
Ciedung Kantor atau Bangunan
Lainnya vang
Dipelihara/Direhabilitasi { Unit)

Penyedizan Jasa Pemeliharaan, Biaya 196.952.400 295,800,004
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Fersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Kendaraan Perorangan a9 39 295,800,004
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas| Jabatan yang Dipelibara dan
Jahatan Dibavarkan Pajaknva (Unit)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000
Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan | Jumlah Peralatan dan Mesin 132 132 20,000,000
dan Mesin Lainnya Lainnya vang Dipelihara { Unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 45.910.000 78.350.000
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana 1 1 78.350.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | Gedung Kantor atau Bangunan
Prasarana Gedung Kantor atau Lainnya vang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Dirchabilitasi ( Unit
WE PENGEMBANGAN 3.451.170.000
ASITAS DAYA SAING
_v_n:m:m_ﬁ_._v_n daya saing kepemudaan Rasio Wirausaha Pemuda (Rasio) 0.43 2.845.075.500
f__.m:m_.___mruu.a__u pemenuhan sarana dan persentase prasarana pemuda yang 20 345.000.000
prasarana kepemudaan terman faatkan (%)
persentase sarana pemuda yang 25
terman faatkan (%)
Penyadaran, Pemberdayaan, dan sentase kemandirian pemuda 47.49 % 100% 1.692.669.991
Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Kewenangan
Persentase Pemuda vang dibina di Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan 1 1 477.500.000
Bidang Kepeloporan Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Penyelenggaraan Pelayanan
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Kepemudaan di provinsi

{Dokumen)
Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat 3
Provinsi Dari Selurch
Kabupaten/Kota Yang difasilitasi
dalam Pengembangan Kepeloporan
Pemuda (Orang)
Pelaksansan Koordinasi Strategis Lintas 210,000,000
Sekior Penyelenggaraan Pelayanan
Kepemudaan melalul pembentukan tim
koondinasi provinsi Penyelenggaraan
Pelayanan Kepemudaan serta
penyusunan dan implementasi Rencana
Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
Terlaksananya Pelaksanagn Koordinasi | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan 1 210,000,004
Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan | Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Pelayanan Kepemudaan melalui Penyelenggaraan Pelayanan
pembentukan tim koordinasi provinsi Kepemudaan di provinsi
Penyelenggaraan Pelayanan (Dokumen)
K epemudaan serta penyusunan dan
implementasi Rencana Aksi
Daerah/RAD Tingkat Provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi dan 267,500,000
Penyelenggaraan Pengembangan
Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda
Pelopor Tingkat Provinsi
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat 3 267.500.004
dan Penyelenggaraan Pengembangan Provinsi Darl Seluruh
Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Kabupaten/Kota Yang difasilitasi
Pelopor Tingkat Provinsi dalam Pengembangan Kepeloporan
Pemuda (Orang)
Persentase Pemuda yang dibina di Persentase efektifitas 47,78 267.500.004
Bidang Kepemimpinan penyelenggaraan koordinasi dan
sinkronisasi pengembangan
kepemimpinan pemuda (Persentase)
Koordinasi, Sinkronisasi dan 267,500,000

Penyelenggaraan Pengembangan
kepemimpinan pemuda tingkal provinsi




Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi | Persentase efeklifitas 47,78 267.500.000
dan Penvelenggaraan Pengembangan penyelenggaraan koordinasi dan
kepemimpinan pemuda tingkat provinsi | sinkronisasi pengembangan
kepemimpinan pemuda (Persentase)
Persentase Pemuda yang dibina di Jumlah Wirausaha Muda Tingkat 3 2. 172,500,004
Bidang Kewirausahaan Provinsi Yang Difasilitasi
Pengembangan Kewirausahaan
Pemuda (Orang)
koordinasi, Sinkronisasi, dan 2.172.500.0(4)
Penyelenggaraan Pengembangan
Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha
Muda Tingkat Provinsi
Persentase surana dan prasarana Pemuoda| Jumlah Sarana dan Prasarana
dalam kondisi baik Kepemudaan Provinsi yvang
Terkelola dan Termanfaatkan
(Unit)
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan,
Pemeliharaan, dan Pengawasan
Prasarana dan Sarana Kepemudaan
Provinsi
Meningkatnya Pengelolaan dan Jumiah Sarana dan Prasarana
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang
Kepemudaan Provinsi Terkelola dan Termanfaatkan
{ Unit)
Meningkatnya Peran Organisasi Pemuda| Persentase organisasi pemuda yang 261.094.5
akUif (jumlah organisasi) (%)
Pemberdayaan dan Pengembangan Persentase organisasi kepemudaan 261.094 500
Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah| vang diberdayakan melalui
Provinsi kemitraan berbasis peneguhan
kemandirian ckonomi pemuda
{ Perseniase)
Persentase Pemuda yang dibina dibidang| Persentase organisasi kepemudaan 261.094.500
keorganisasian vang diberdayakan melalui
kemitraan berbasis peneguhan
kemandirian ekonomi pemuda
( Persenlase)
K.oordinasi, Sinkronisasi, dan 261.094.500

penyelenggaraan Pemberdayaan
organisasi kepemudaan melalui
kemitraan berbasis peneguhan
kemandirian ekonomi pemuda




Terlaksananys Koordinasi, Sinkronisasi, | Persentase organisasi kepemudaan 261.094.500
dan penyelenggaraan Pemberdayaan vang diberdayakan melalui
organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan
kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
kemandirian ekonomi pemuda { Persentase)
Pemberdayaan dan Pengembangan | Peningkatan persentase 26 Unit 100% 195.500.000
Organisasi Kepemudaan Tingkat | jumlah organisasi pemuda
Daerah Provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Pemuda Kader 100% 20 Org B0.500.000
Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda| yang Terfasilitasi Kemitraan
atau Organisasi Kepemudaan dengan Dunia Usaha
melalui Kemitraan dengan Dunia
Usaha
Peningkatan Kapasitas Organisasi [Jumlah Dokumen Hasil 135 orang 1 Dok 115.000.000
Kepemudaan Provinsi Peningkatan Kapasitas
Organisasi Kepemudaan
Provinsi
PROGRAM PENGEMBANGAN 8.709.980.000| 17.284.1 _u.cJ
KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN
IMeningkatnya Kualitas Sarana  |[Persentase sarana dan 64,00 50,00 | 12.690.230.000
klan Prasarana Qlahraga Olahraga dalam
baik
rsentase induk olahraga 10,53 42,11 2.620.000,
berprestasi QJ
eningkatnya pemenuhan rsentase sarana olahraga 60,00 65,71 1.973.888.000
dan prasarana ng termanfaatkan
olahragaan rsentase prasarana 85,71 85,71
yang termanfaatkan
ub Kegiatan Koordinasi, umlah Pusat Pembinaan dan 83,33 83,323 345.000.000
inkronisasi dan Pelaksanaan latihan Olahraga serta
embentukan dan Pengembangan [Sekolah Olahraga yang
sat Pembinaan dan Pelatihan iselenggarakan oleh
lahraga serta Sekolah Olahraga syarakat dan Dunia Usaha
ang Diselenggarakan oleh ang Dikembangkan / Unit
asyarakat dan Dunia Usaha
ub Kegiatan Koordinasi dan 1 Unit 109,980,000 1 Unit 345.000.000

inkronisasi penyediaan
rasarana olahraga melalui
rencanaan, pengadaan,

ingkat provinsi yang tersedia
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pemanfaatan, pemeliharaan, dan
pengawasan Prasarana Olahraga
di tingkat provinsi
Penyelenggaraan Kejuaraan 75,00 75,00 4.451.388.000
Olahraga
\Meningkatnya prestasi olahraga |Persentase olahraga unggulan 25 Dok
lungguian |wang beprestasi
Terlaksananya keikutsertaan
langgota kontingen prouvinsi dalam
Penyelenggaraan pekan dan
Ikefuaraan olahraga
Terselenggaranya Pekan dan
[Kefuaraan Paralimpik Pelajar
Tingkat Provinsi
Sub Kegiatan Keikutsertaan HJjumlah anggota kontingen 3 Kegiatan 3 Kegiatan 2.650.000.000
gegota kontingen provinsi dalam [provinsi yang ikut serta dalam
nyelenggaraan pekan dan nyelenggaraan pekan dan
ejuaraan olahraga ejuaraan olahraga / Orang
ub Kegiatan Penyelenggaraan umlah Pekan dan Kejuaraan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 172.500.000
kan dan Kejuaraan Paralimpik |Paralimpik Pelajar Tingkat
lajar Tingkat Provinsi Provinsi / Kegiatan
ub Kegiatan Penyelenggaraan umlah Pekan dan Kejuaraan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 1.628.888.000
kan dan Kejuaraan Olahraga lahraga Tingkat Nasional dan
Tingkat Nasional dan Provinsi _ua_.:uE u_.u.nn terselenggara /
Pembinaan dan Pengembangan -.-iu?l_ jumlah pembinaan 100 Persen 8,600,000,000 100 Persen 2,447,500,000
Olahraga Prestasi Tingkat Nasional| atlet berprestasi
Meningkatnya Kualitas Persentase Rekomendasi
pelaksanaan pengembangan Pelaksanaan Pengembangan
olahraga olahraga yang ditindaklanjuti
loleh Kab/ Kota
Terselenggaranya Seleksi Atlet
_nynm..nr
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Terlaksananya Pemusatan
|Latihan Daerah yang Terintegrasi
dengan pengembangan Imu
Pengetahuan dan Teknologi
|[Keclahragaan {Sport Science |

Tersedianya data Keolahragaan
1&:3&: di provinsi

erlaksananya Pembinaan dan

ngembangan Olahragawan
rprestasi Provinsi

Sub Kegiatan Seleksi Atlet Dacrah}Jumlah Atlet Daerah yang 40 1000 345,000,000
|Diseleksi /| Orang
Sub Kegiatan Pemusatan Latihan (Jumlah Pemusatan Latihan 3 Kegiatan 4 Kegiatan|  1,150,000,000
aerah yang terintegrasi dengan |Daerah yang terintegrasi
ngembangan llmu Pengetahuan dengan pengembangan Ilmu
m“.: Teknologi Keolahragaan W—m&_m—.—nmﬂ dan Teknologi
Sport Science) olahragaan (Sport Science) /
latda
ub Kegiatan Penyediaan data Jumlah dokumen penyediaan 1 Dokumen 1 402 500,000
colahragaan terpadu di provinsi [data Keolahragaan terpadu di Dokumen
provinsi / Dokumen
W“..__u Kegiatan Pembinaan dan Humlah Olahragawan Atlet 30 Atlet 30 Atlet 550,000,000
ngembangan Olahragawan rprestasi Provinsi yang
Berprestasi Provinsi m”m:m dan Diberikan
gembangan / Orang
Pembinaan dan Pengembangan Persentase pembinaan 4.08 4.67 10,040,230,000
Organisasi Olahraga Organisasi / Cabang Olahraga
yang dibina
\Meningkatnya kualitas Tenaga Persentfase Tenaga
Keolahragaan yang Bersertifikat |Keolahragaan yang
\Nasional. bersertifikat Nasional
eningkatnya Kualitas Wasit Persentase Wasit Olahraga
lahraga Unggulan Bersertifikat  |Bersertifikat Nasional
asional
jumlah Dokumen Hasil 9,867,730,000

b Kegiatan Peningkatan Kerja
Organisasi Keolahragaan
insi dengan Lembaga Terkait

ningkatan Kerja Sama
isasi Keolahragaan
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|Provinsi dengan Lembaga
Terkait / Dokumen

ub Kegiatan Pelaksanaan

Jumlah dokumen pelaksanaan 1 1 172,500,000
andar nasional pengelolaan Standar nasional pengelolaan
isasi Keolahragaan di Organisasi Keolahragaan di
rovinsi [provinsi / Dokumen
PROGRAM PENGEMBANGAN 418,200,000
KAPASITAS KEPRAMUKAAN
ningkatnya kualitas Tingkat partsipasi pelajar 10.51 12.35
pramukaan dalam kepramukaan
Pembinaan dan pengembangan Capaian pembinaandan 67.00
Organisasi Kepramukaan pengembangan organisasi 418,200,000
kepramukaan
Meningkatnya minat pemuda Persentase Pemuda yang
dalam mengikuti Organisasi |dibina dalam Organisasi
_kmﬁmizhnn: Kepramukaan
Jumlah Organisasi 29
Organisasi 418,200,000

ub Kegiatan Peningkatan
pasitas Organisasi

__ﬂn_quﬁ:rE_#nﬁ..._n:ﬁum
Inumumwnﬁxnnnﬁﬂmunmna
isasi

ﬁﬁﬂmﬁzwwuuﬂoinum

cWHnﬂmﬁ:vnﬂnnEUm:mmn

uﬂﬂﬁwmcﬁ_ﬁﬁnﬂ:zwmﬁh
vinsi

Pelatihan Kepramukaan di
Daerah Provinsi yang

sEFﬁEwmﬁaE}rz&Eu
mnﬂmﬁsm.ﬁ_.ﬁiﬁmunmn
rkualitas / Unit

T4



;'IP...-'.*.-\.&' B ] W Y s TRl
¥ :

o
|

Perencanaan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Tengah
diarahkan wuntuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka
menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan peran
masyarakat (individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi non
pemerintah yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan
baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun
penanggung jawab).

Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan fasilitas
olahraga dan pemuda merupakan perpaduan perencanaan yang:

1) Partisipatif;

2) Dari atas (top-down); dan

3) Dari bawah (bottom-up).

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua
pihak yang berkepentingan (Stakeholder), untuk mendapatkan aspirasi dan
menciptakan rasa memiliki. Perencanaan dari atas merupakan media untuk
penyesuaian sumber dana dan penegakan rambu-rambu substansi serta
administrasi; sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana
program benar-benar realistik sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi
lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui musyawarah
vang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat
dipertanggung jawabkan, komitmen dan integritas perencanaan disemua
lapisan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

1. Menyusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah,
mengacu pada RPJMD 2025-2029;
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. Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan
dan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-
OPD);
. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan
kebutuhan /Kondisi aktual di bidang pemerintahan dan pembangunan;
Merumuskan Jabaran Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahunan secara lebih “Holistik Integratif” sesuai kebutuhan, kemampuan
di dalam konteks Pembangunan Daerah dan bidang lain, tidak Eksklusif
dan Konservatif;
Mencermati proporsi-proporsi antar ruang-ruang mata anggaran sehingga
pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal
mengacu pada rambu-rambu pekerjaan sosial. Hal ini sangat perlu
disadari, agar karakteristik program-program pemerintahan umum di
Sulawesi Tengah jelas dan terjaga;
Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan
bermanfaat bagi Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan lintas sektor
dalam proses perencanaan, untuk mempertegas Eksistensi, memperkaya
muatan dan menyerap aspirasi, perhatian untuk jajaran Legislatif;
Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan
sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan
keselarasan provinsi, kabupaten/kota masyarakat optimal, demikian pula
dengan sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga
antara fungsi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan benar-benar
selaras; dan
Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukan sumber
APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), sehingga perpaduan APED-
APBN dapat diarahkan untuk :
a. Meningkatkan Jangkauan Sasaran Organisasi; dan
b. Meningkatkan koordinasi pembinaan keolahragaan dan pemuda di
Provinsi Sulawesi Tengah.
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Untuk mendukung wupaya koordinasi pemerintahan dan

pembangunan maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber

daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran yang cukup selain

menyusun rencana upaya peningkatan pemerintahan dan pembangunan

melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :

B

ook e

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah;

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah;

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
dan

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan :
1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan

2.

Kepemudaan Kewenangan Provinsi; dan
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan
Tingkat Daerah Provinsi.

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan :
1. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat

Nasional

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga; dan

4 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada

Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan :

5

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.
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Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2026 ini memuat program kerja, kegiatan, sasaran,
beserta indikatornya yang akan dilaksanakan. Penyusunan Rencana Kerja ini
telah diupayvakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel. Rencana Kerja
Tahun 2026 Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah
merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya
mencapai Visi dan Misi melalui perencanaan yang baik yang diharapkan akan
mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan vang telah ditetapkan, dengan
rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga
program dan kegiatan berhasil dilaksanakan.

Rencana Kerja (RENJA) inilah yang akan dipakai sebagai acuan dasar
dalam pengambilan keputusan yang akan ditempuh organisasi secara
terencana dan terkoordinasi dengan harmonis. Dengan tersusunnya Rencana
Kerja (RENJA) Dinas Pemuda Dan Olahraga Tahun 2026 diharapkan dapat
memacu pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan melihatkan
stakeholder sehingga nanti nyatakan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang
dapat di pertanggung jawabkan.

Diharapkan pada Tahun 2026 sesuai dengan program /kegiatan yang
sudah dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 akan ada penambahan dana
yang dapat meningkatkan dan memajukan Pemuda dan OLahraga di
Sulawesi Tengah. Keterbatasan anggaran ditetapkan untuk Dinas Pemuda
dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah belum bisa mengakomodir seluruh
kegiatan yang akan mencapai visi misi Dinas dan tujuan pembangunan
daerah.
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Demikian Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini telah diupayakan
sebaik-baiknya, kami tetap mengharap masukan dari berbagai pihak untuk
perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang.

Palu, 7 Oktober 2025

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pembina Utama Madya
NIP. 19730321 199311 1 001



